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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 
I 

i 

1 .  Dan berpegang teguhlah kamu pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai 

berai. 

2. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang 

bertakwa. 

3. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. 

4. Berusahalah untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui oleh orang lain. 

5. Dengan kepercayaan yang diberikan seseorang, kita akan belajar untuk 

bertanggung jawab atas apa yang telah kita janjikan. 

6. Do the best for yorself and your parent. 

PERSEMBAHAN : 

1. Ayah dan Ibunda tercinta. 

2. Kakakku tersayang. 

3. Kekasihku tercinta. 

4. Civitas akademika. 

5. Teman-teman seangkatan. 
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ABSTRAKSI 

Akta Otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai 

umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang kuat bagi kedua belah 

pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang 

segala hal yang disebut dalam akta dan juga yang ada dalam akta sebagai 

pemberitahuan saja, dalam hal yang terakhir ini, hanya jika yang diberitahukan 

berhubungan langsung dengan apa yang disebut dalam akta. 

Akta Otentik tersebut diatas merupakan keterangan yang diucapkan dan 

dikehendaki para pihak yang bersangkutan dihadapan Pejabat Umum mengenai suatu 

perjanjian yang dikehendakinya, agar Pejabat Umum mencatatnya dalam suatu akta. 

Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Ini berarti 

bahwa apa yang tertuang dalam akta itu harus dianggap sebagai suatu yang benar 

tanpa dibuktikan sebaliknya. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pej abat tanpa ada 

wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat 

yang ditentukan Undang - U ndang tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik. 

Berkenaan dengan itu, penulis mengadakan penelitian guna mengetahui 

kekuatan kata otentik apabila dalam akta tersebut hanya memuat uraian belaka tanpa 

menyangkut pokok soal dan mengetahui bagaimana penilaian hakim dalam 

menentukan kekuatan pembuktian terhadap salinan atau foto copy dari akta, apabila 

akta asli tidak ada atau hilang serta langkah - langkah apa yang dilakukan Pengadilan 

.sehubungan dengan pemalsuan akta oleh salah satu pihak. 



Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

yaitu tipe penelitian yang didasarkan pada norma - norma hukum yang bersumber 

dari Ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku, dengan spesifikasi penelitian 

deskriptif analistis. Data penelitian meliputi data sekunder yang dilakukan melalui 

studi kepustakaan dan wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta tidak dapat 

dikatakan sempuma sebagai alat bukti apabila dalam suatu akta tersebut memuat 

keterangan belaka tanpa menyangkut pokok soal. Aleta yang demikian hanya dapat 

digunakan sebagai permulaan dengan tulisan, dan hams didukung bukti - bukti lain. 

Apabila akta otentik aslinya hilang maka salinan / iktisar dari akta tersebut 

dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang para pihak tidak menyangkal bahwa 

akta tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Hakim selalu wenang untuk memerintahkan 

para pihak menunjukkan akta aslinya. 

Apabila akta otentik dituduh palsu oleh salah satu pihak, maka oleh 

Pengadilan akan dijalankan suatu proses Verificatie Proces. 



BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang 

mengandung arti bahwa negara termasuk pemerintah dan lembaga - Iembaga 

negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut di atas telah dijelaskan dalam 

penjelasan Undang - Undang Dasar 1945. 

Untuk menegakkan negara hukum di perlukan suatu alat atau badan 

hukum yang bertugas untuk menegakkan tertib yang di sebut Kekuasaan 

Yudikatif, dalam hal ini adalah Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman di 

atur dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 )  serta 

Undang - Undang no. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan - Ketentuan pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan yang berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik 

Indonesia. 

Pada saat sekarang ini perkembangan hubungan antara masyarakat 

semakin kompleks, dengan demikian agar suatu peraturan tidak dikatakan usang 

dan ketinggalan jaman, maka peraturan tersebut harus selalu menyesuaikan diri. 

1 
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Salah satu dari Peraturan tersebut adalah Hukum Perdata, yang mengatur antara 

individu yang satu dengan individu yang Iain dalam pergaulan masyarakat atau 

dikatakan bahwa Hukum Perdata melindungi hak - hak perseorangan. 

Apabila di dalam pergaulan di tengah - tengah masyarakat ada yang 

melakukan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum, dimana hal ini jelas 

akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan memungkinkan terjadinya 

sengketa atau perselisihan hukum, oleh karena itu untuk memulihkan hak perdata 

yang dirugikan tersebut, maka hukum perdata yang dilanggar itu harus 

dipertahankan atau clitegakkan dengan cara menggunakan Hukum Acara Perdata. 

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S H :  

«  Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang 
memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di 
muka pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus 
bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya 
peraturan Hukum Perdata . ,, 

Jadi seseorang yang merasa hak perdatanya dirugikan tidak boleh 

memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri melainkan hams 

menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata, dalam hal ini 

melalui Badan Peradilan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat 

dan Tergugat dapat mengemukakan peristiwa yang dijadikan dasar untuk 

mempertahankan hak perdatanya atau membantah hak orang lain. Peristiwa 

' Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, cetakan ke-2, 
1988, hal 12 
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tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan secara lisan atau 

tertulis, akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum. 

Untuk menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian terhadap 
I 

suatu perisitiwa tidak mudah. Hakim harus benar-benar adil dalam melakukan 
I 

pembagian beban pembuktian terhaap pidak - pihak yang berperkara. Pihak - 

pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan atau membuktikan peraturan 

yang oleh Hakim menurut asas Hukum acara perdata dianggap mengetahui akan 

hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tugas hakimlah 

menerapkan hukum perdata materiil terhadap yang diperiksa dan diputuskan. 

Pedoman bagi Hakim dalam membagi beban pembuktian terhadap 

para pihak termuat dalam pasal 163 HIR / 1865 KUH Perdata yang berbunyi : 

" Barang siapa menyatakan mempunya hak atau mengemukakan 

suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau uantuk membantah hak orang lain 

haruslah membuktikan hak itu atau peristiwa ". 

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang diatas, maka baik penggugat 

yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya suatu peristiwa yang 

menimbulkan hak tersebut, sedangkan tergugat yang membantah hak orang lain 

wajib membuktikan peristiwa yang dijadikan dasar penghapusan atau membantah 

hal itu, dengan demikian jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan haknya, 

maka ia dapat dikalahkan. 
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Harus didasadari tidak semua peristiwa dapat dibuktikan 

kebenarannya. Sesuatu hal yang negatif pada umunnya tidak mungkin 

dibuktikan. Sesedrang ah1i waris menuntut pembagian boodel warisan yang 

belum pernah diadakan pembagian. Ia hanya dibebani pembuktian bahwa ia benar 

- benar ahli waris dan barang - barang yang dituntut itu merupakan barang 

warisan, tetapi untuk membebani dengan pembuktian bahwa warisan belum 

dibagi adalah suatu pembebanan yang terlampau berat. 

Oleh karen.a itu Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 1 5  

Maret 1972 no 574 / Sip / 1971 menyatakan bahwa pembuktian dibebankan 

kepada pihak yang mampu membuktikan sesuatu yang postif atau dengan kata 
; 

lain beban pembuktian tersebut diletakan kepada pihak yang paling sedikit 

dibebankan. 

Mengenai alat - alat bukti, Undang - Undang telah menetapkan 

sebagaimaan yang telah diatur dalam 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUH Perdata. 

Selain yang tercantum dalam pasal diatas, alat bukti alian yang dapat digunakan 

untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keberatan suatu peristiwa yang 

menjadi sengketa adalah Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan tempat dan Pasal 

154 HIR tentang keterangan ahli. 

Adanya berbagai macam alat bukti sebagaimana yang tercantum 

diatas, maka yang menarik untuk dikaji disini adalah alat bukti tulisan. Hal ini 

dapat dimengerti karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan 



5 

I 

sengaja melenyapkan atau menyingkirkan bukti - bukti tulisan serta dengan 

sengaja menyedikanan atau membuat suatu tulisan dapat dipakai apabila timbul 

suatu sengketa hukum. Sebagai contoh seseorang menerima sejumlah barang atau 

uang akan merasa aman jika terhadapnya diberikan suatu tanda penerimaan. 

Orang yang memberikan tanda penerimaan harus mengerti bahwa tulisan itu 

dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadapnya bahwa ia 

sudah menerima uang atau barang tersebut. 

Diantara bukti tulisan tersebut ada suatu ada suatu golongan akta yang 

mempunyai kekuatan pembuktian istimewa yaitu akta otentik. Rumusan 

mengenai akta ontentik dapat kita ketahui dari Pasal 165 HIR / 285 RBG / 1870 · 

KUH Perdata. 

Menurut pasal tersebut suatu akta otentik memberikan diantara para 

pihak, ahli waris dan orang - orang yang mendapat hak daripada mereka suatu 

bukti yang sempurna mengenai pokok soal maupun penjelasan yang berhubungan 

dengan pokok soal. Ini berarti bahwa akta otentik cukup membukt ikan suatu 

peristiwa tanpa adanya penambahan bukti - bukti lain. Hal tersebut diatas 

merupakan kekuatan akta otentik dalam arti yang sempurna, sedangkan dalam arti 

yang mengikat dikatakan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut harus 

dipercaya oleh Hakim sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenaran itu 

dapat dibuktikan. 
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Kenyatan yang ada menunjukkan bahwa dalam praktek di Pengadilan 
!  

Negeri masih terdapat penyimpangan - penyimpangan yang berkait dengan bukti 

tulisan, dalam hal ini adalah akta. Penyimpangan - penyimpangan tersebut dapat 

diakibatkan karena pemalsuan akta oleh salah satu pihak atau adanya pembuatan 

akta yang tidak memenuhi Undang- Undang, sehingga kekuatan pembuktian dari 

akta otentik tidak sempurna. 

Berpangkal tolak dari kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk 

meneliti sehingga diperoleh suat perbandingan antara teori dan praktek dalam 

suatu pengadilan serta dapat mengetahui sejauh mana penilaian Hakim terhadap 

kekuatan pembuktian akta tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul : 

« TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK 

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA 

PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI GROBOGAN ". 

B. Perumusan Masalah 

Adapaun dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan merumuskan 

beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan uraian diatas agar 

memudahkan proses pembahasan dan pemecahan masalah yang mencakup 

tercakup dalam judul skripsi ini. Pokok permasalahan yang akan dibawa dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1 .  Apakah akta otentik dapat dikatakan sempurna sebagai alat bukti apabila 

dalam hal pembuktian ternyata akta tersebut hanya memuat uraian belaka 

tanpa menyangkut pokok soal ? 

2. Bagaimana penilaian Hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian 

terhadap salinan akta atau foto copy dari akta asli tersebut apabila akta asli 

hilang atau tidak ada ? 

3.  Bagaimanakan bila ak.ta tersebut dituduh palsu oleh salah satu pihak serta 

langkah - langkah apa yang dilakukan Pengadilan sehubungan dengan hal 

tersebut diatas? 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan pasal 164 HIR / Pasal 1866 KUH Perdata salah satu alat 

bukti yang sah aclalah alat bukti tulisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

· pembuktian dengan tulisan mencakup obyek yang Iuas maka penulis membatasi 

penelitian pada akta otentik yang di buat oleh atau dihadapan notaris yang 

merupakan salah satu bagian dari bukti tulisan agar penelitian tersebut jelas dan 

mudah dianalisa. 

D. Dasar Pemikiran 

Didalam masyarakat hidup bergaul tentu ada perselisihan atau 

pertentangan. Adanya pertentangan itulah pada umumnya setiap orang 

mengungkapkan peristiwa atau kejadian dan masing - masing ingin 

mempertahankan sesuatu yang berkaitan dengan hak yang mereka punyai. 
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Bertahan dan membantah hak orang lain atasa suatu benda harus berdasarkan 

suatu bukti, bukti inilah yang bisa mempertahankan hubungan hukum. Bukti yang 

jelas terdapat dalam pasal 1866 KUH Perdata yaitu: 

1. Bukti tulisan 

2. Bukti saksi 

3 .  Bukti persangkaan 

4. Pengakuan 

5. Sumpah. 

Alat bukti selain diatas adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 153 

HIR tentang pemeriksaan tempat dan pasal 154 HIR tentang keterangan ahli. 

Alat bukti inilah yang merupakan keterangan dan kebenaran yang 

disampaikan seseorang mengenai kebenaran suatu hak. Dalam ketujuh bukti itu 

yang menjadi pokok bukti yang paling utama dalam kasus perdata adalah alat 

bukti tulisan, baik berbentuk akta maupun surat. Akta atau surat dapat 

menunjukkan mengenai adanya suatu perselisihan sebelum menggunakan alat 

bukti yang lain. 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan seseorang adalah untuk mencapai 

tujuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditentukan sebelumnya. 
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Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis memiliki 

beberapa tujuan penelitian yaitu : 

1 .  Untuk mengathuai kekuatan pembuktian akta otentik apabila dalam akta 

tersebut hanya memuat uraian belaka tanpa menyangkut persoalan. 

2. Untuk mengetahui penilaian hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian 

terhadap salinan akta asli hilang atau tidak ada. 

3 .  Untuk mengetahui langkah - langkah apa yang dilakukan Pendahulan 

sehubungan dengan pemalsuan akta oleh salah satu pihk. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini agar dapat dipertanggungjawabjan secara 

ilmiah maka harus didasarkan metode penelitian hukum yang meliputi : 

1 .  Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu tipe penelitian 

yang didasarkan pada norma - norma hukum yang bersumber pada atau dari 

per Undang - Undangan yang berlaku dengan maksud untuk memecahkan 

suatu permasalahan yang diteliti. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah diskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, melukiskan, memaparkan serta menganalisa berbagai 
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permasalahan melalui bahan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

guna kepentingart penyusiman skripsi ini agar tersusun secara sistematis dan 

obyektif. 

3. Sumber Data 

3 . 1 .  Data Sekunder 

I 

Y aitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta buku - buku, 

ketentuan peraturan per Undang - Undangan serta dokumen putusan 

pengadilan. 

3.2. Data Primer 

Y aitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, 

karena penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, 

maka sumber data yang utama adalah data sekunder dan sebagai 

pelengkapnya menggunakan data primer. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1 .  Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti buku yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti baik di F akultas maupun instansi 

yang terkait. Dengan studi kepustakaan ini ditujukan untuk mendapatkan 

landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli yang berwenang 
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dan memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal atau data 

- data melalui peraturan serta dokumen - dokumen putusan pengadilan 

yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi 

1n1. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini dilakukan dengan menggunakan suatu 

metode teknik pengumpulan data yaitu wawancara atau tanya jawab yang 

berhubungan langsung dengan makalah yang dijadikan obyek penelitian. 

Wawancara ini merupakan penggambaran dari kuesioner yang telah 

disiapkan, sehingga merupakan jenis wawancara bebas. 

G. Metode Analisa Data 

Metode analisa data merupakan langkah yang terakhir dalam suatu 

penelitian. Oleh karena itu diadakan perlunya kecermatan dan kete1itian didalam 

menganalisa data. Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah sedemikian 

rupa sampai berhasil menyimpulkan suatu kebenaran yang dapat dipakai untuk 

permasalahan yang disajikan dalam penelitian. 

Dengan demikian analisa ini dapat diuji kembali, sehingga dalam hal 

ini analisa dilakukan secara kwalitatif yang berdasarkan atas ilmu hukum, baru 

analisa tersebut ditulis dalam bentuk laporan atau dalam bentuk skripsi. 
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H. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan penggambaran sistematika dari 

keseluruhan penulisan skripsi ini dapat dilihat berdasarkan sistematik skripsi yang 

dibagi bah demi bab yang seluruhnya ada empat bab dengan urutan sebagai 

berikut : 

B AB I  

BAB II 

BAB III 

:PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Iatar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, dasar 

pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian, metode analisa 

data dan sistematika skripsi. 

: INSTRODUKSI TEORI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian 

pembuktian pada umunya, pengertian akta otentik, kekuatan 

pembuktian akta otentik, kewenangan Notaris dalam 

pembuatan akta otentik serta bagian - bagian dalam pembuatan 

akta notaris. 

: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisa 

data terhadap perumusan masalah kekuatan akta otentik apabila 

memuat uraian belaka tanpa menyangkut pokok soal, kekuatan 

pembuktian terhadap salinan akta apabila akta asli hilang atau 

tidak ada, langkah - langkah yang ditempuh Pengadilan 
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sehubungan dengan akta palsu disertai dengan kasus dan 

analisis data 

:PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari 

apa yang telah diuraikan dalam pokok permasalahan dan juga 

berusaha untuk memberi saran bagi perbaikan dalam 

pengaturannya serta penerapannya. 



BABil 

INTRODUKSI TEORI 

A. Pengertian Pembuktian Pada Umumnya 

Pembuktian merupakan faktor yang amat penting dalam penyelesaian 

suatu peristiwa hukum, yang oleh hakim dibebankan kepada para pihak yaitu 

penggugat dan tergugat. 

Pembuktian dalam arti luas mengandung arti membenarkan hubungan 

hukum, misalnya apabila Hakim mengabulkan dalil - dalil yang menjadi dasar 

tuntutan penggugat. Pengabulan itu mengandung arti bahwa Hakim menarik 

kesimpulan dari apa yang dikemukakan penggugat sebagai hubungan hukum 

antara pengugat dan tergugat adalah benar. Sehubungan dengan hal ini 

membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan 

syarat -syarat yang syah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya 

diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh 

tergugat. Apabila bukti ini tidak dibantah maka tidak perlu diselidiki. Dalam hal 

ini yang wajib membenarkan peristiwa yang dikemukakan jika ia tidak: ingin 

dikalahkan perkaranya. 2 

« Barang siapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu 

peristiwa atau keadaan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk 

R Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Gita Karya, Jakarta, cetakan ketiga, 
1969, hal 71. 

14 
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membantah hak orang lain, maka orang lain harus membuktikan 
adanya hak dan kejadian itu. " 

Yang dimaksud dengan " mempunyai hak " dalam pasal 1263 HIR 

adalah misalnya, bahwa penggugat atau tergugat menyatakan bahwa ia berhak 

atas sawah sengketa, oleh karena itu memperolehnya ia berdasarkan pembelian 

dari seseorang. Yang dimaksudkan dengan menyebutkan sesuatu perbuatan, 

misalnya adalah bahwa ia telah diangkat sebagai anak angkat almarhum. 

Perkataan untuk membantah orang Iain ( hak ), misalnya pihak penggugat yang 

mendalilkan hak tersebut, demikian sebaliknya. 

Jadi proses perdata ini, salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki 

apakah ada suatu hubungan hukum yang mnejadidasar gugatan itu benar - benar 

ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang hams terbukti apabila 

penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat 

tidak berhasil membuktikan dalil - dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, 

maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berbasil gugatannya akan 

dikabulkan. 

Tidak semua dalil - dalil yang menjadi dasar gugatan hams 

dibuktikan kebenarannya, sebab dalil - dalil yang tidak disangkal apabila diakui 

sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian 

tidak selalu pihak penggugat saja yang membuktikannya dalilnya, Hakim yang 

memeriksa itu akan menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara akan 

diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu penggugat atau tergugat, dengan 
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perkataan lain Hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul 

beban pembuktian. 

Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, Hakim haruslah 

bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan 

keadaan yang konkrit haruslah diperhatikan secara seksama olehnya. Kemudian 

yang perlu diindahkan Hakim dalam memeriksa sengketa perdata Hakim harus 

memperhatikan aturan - aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum 

pembuktian, dimana beberapa sarjana memberikan definisi pembuktian sebagai 

berikut : 

I)  Sudikno Mertokusumo. 

Menurut beliau membuktikan mempunyai beberapa pengertian yaitu : 

a) Arti Logis 

Membuktikan disini berarti memberikan kepastian hukum yang bersifat 

mutlak, karena berlaku untuk semua orang dan tanpa adanya bukti lawan. 

Disini Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara didasarkan pada ketentuan 

- ketentuan logika disertai pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, 

sehingga ditarik suatu kesimpulan yang memberikan kepastian mutlak. 

b) Arti Konvensional 
I 

Membuktikan disini berarti memberikan kepastian, hanya saja bukan 

kepastian mutlak, melainkan kepastian yang relatif sifatnya. 
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c) Arti Yuridis 

Pembuktian disini berarti pembuktian berlaku bagi pihak - pihak yang 

berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Pembuktian yang mencoba 

menetapkan apa yang terjadi secara konkrit. Jadi memberi dasar Hakim 

untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberikan kepastian 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 3 

2) Riduan Syahrani 

Pembuktian adalah penyajian alat - alat bukti yang sah kepada Hakim yang 

memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang dikemukakan. " 

3) Subekti 

Pembuktian adalah rangkaian tata tertib yang harus dindahkan dalam 

melangsungkan peraturan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang 

sedang mencari keadilan. 

Ketentuan mengenai alat - alat yang dapat meyakinkan kebenaran 

suatu peristiwa hukum dapat diketahui dalam Pasal 164 HIR / 2851 Rgg / 1985 

KUH Perdata yaitu : 

l .Bukti tulisan 

2. Bukti dengan saksi-saksi 

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cetakan 
keempat, 1982, hal 101-102 .  . .  

Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, 
Jakarta, cetakan satu, 1988, hal 5. 

• Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 8. 
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3. Persangkaan 

4.Pengakuan 

5. Sumpah 

I 

Selain alat - alat bukti tersebut diatas masih ada alat - alat bukti lain 

yang terdapat dalam Pasal 153 HIR yaitu pemeriksaan tempat dan Pasal I 54 HIR 
I 

tentang keterangan ahli. 

Dari urutan-urutan alat bukti diatas maka alat bukti tulisan merupakan 

alat bukti yang penting dalam perkara perdata. Hal ini dapat dimengerti karena 

dalam lalu lintas keperdataan seseorang yang mengadakan perjanjian dengan 

pihak lain minta dibuatkan perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan 

sebagainya, sebagai alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya 

bukti-bukti dikemudian hari. Seseorang yang menerima sejumlah barang atau 

uang akan merasa aman jika terhadapnya diberikan suatu tanda penerimaan. 

Orang yang memberikan tanda penerimaan hams mengerti betul bahwa tulisan itu 

dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadapnya bahwa ia 

sudah menerima uang atau barang tersebut. Dengan demikian maka dengan 

sendirinya dalam surat masyarakat yang sudah maju, tanda - tanda atau bukti - 

bukti yang paling tepat adalah tulisan. 

Alat bukti tulisan tersebut diatur dalam Pasal 165 - I  67 HIR / Pasal 

282 - 305 RBG / Pasal 1867 - 1804 KUH Perdata. 
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Bukti tulisan atau surat lain ialah: 6  

" Suatu tulisan diatas kertas ataupun benda lainnya yang memuat tanda­ 
tanda bacaan yang dimaksud untuk menerangkan atau mewujudkan 
suatu keadaan, peristiwa maupun hak seseorang." 

Pengertian tulisan diatas atau lainnya yang disebut surat atau akta 

dapat diketahui dari Pasal 1 aturan Bea Materai Staatblad tahun 1921 yang 

berbunyi: 

" Dengan mana bea materai dipungut atas tanda yang disebutkan dalam 
peraturan ini, menurut ketentuan - ketentuan yang ditetapkan untuk 
i tu . "  

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 1 Undang - Undang no 13 tahuin 

1985 yang berbunyi : 

{1) Dengan mana bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut 

Undang - Undang. 

(2) Dalam Undang - Undang ini dimaksudkan dengan dokumen adalah kertas 

yang berisikan tukisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, 

keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak - pihak yang 

berkepentingan. 

Jika kita tinjau mengenai Undang - Undang tersebut diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua Undang - Undang tersebut mengatur tentang 

tulisan diatas kertas atau akta / surat I dokumen / tanda yang hams dibubuhi 

• Tirtaadmidjaya, Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara Pidana dan 
Perdata, Jembatan, Jakarta, cetakan kedua, 1960, hal 159. 
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materai. Sedangkan perbedaannya ialah Staatblad I 921 menyebutkan istilah 

tanda, sedangkan 
I 

dalam Undang - Undang no 13  tahun 1985 menggunakan 

istilah dokumen. Meskipun demikian kedua Undang - Undang tersebut diatas 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanda atau dokumen ialah kertas 

atau bahan lainnya yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud 

peristiwa, perbuatan dan keadaan seseorang yang berkepentingan. 

Diantara bukti tulisan yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu 

yang dinamakan akta. Akta ialah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk 

digunakan sebagai alat bukti dapat dibuat dengan cara : 

I. Akta atau surat otentik 

II. Akta atau surat dibawah tangan 

B. Pengertian Akta Otentik 

Suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi rumusan 

sebagaimana yang disebutkan Pasal 1968 KUH Perdata yang berbunyi : 

« Suatu 1akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuknya oleh 
Undang-Undang dibuat atau dihadapkan pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat." 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka agar suatu akta dikatakan 

sebagai akta otentik haruslah memenuhi syarat - syarat sebagai berikut : 

1 .  Akta atau surat tersebut harus dibuat oleh atau dihadapkan Pejabat Umum. 

Pengertian dibuat oleh berarti bahwa pegawai yang bersangkutan tersebut 
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I  

membuat akta, sebagai contoh pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, 

dan sebagainya. Sedangkan pengertian dihadapkan berarti bahwa yang 

membuat isi akta tersebut adalah para pihak, sedangkan pegawai umum hanya 

menyaksikan saja dan membacakan kemudian menjelaskan kepada para pihak 

isi dari pada akta itu bahwa yang membuat isi akta tersebut adalah para pihak, 

sedang pegawai umumnya menjelaskan kepada para pihak isi dari pada akta 

tersebut, misalnya akta jual beli. Pejabat umum yang dimaksud Undang - 

Undang tersebut adalah Notaris. Hal tersebut didasarkan pada Pasal Peraturan 

Jabatan Notaris Staatblad I 960 no 3 berbunyi : 

« Notaris adalah pejabat umum satu - satunya yang berwenang 

membuat akta otentik mengenai perbuatan perjanjian dan 

penerapannya yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh 

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan pada suatu akta 

otentik mengenai kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 

memberikan grosse dan salinan dan kutipan sepanjang pembuatan akta 

oleh suatu peraturan umum juga tidak ditegaskan dikecualikan oleh 

pejabat atau orang lain ." 

Namun kemungkinan juga Pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik 

apabila ia tunjuk ia ditunjuk oleh suatu Peraturan Perundang - undangan, 

maka kewenangan pejabat lain yang ditunjuk secara khusus untuk membuat 

akta otentik adalah sebagai pengecualian. Pejabat - pejabat tersebut antara 

Iain : Juru sita, pejabat peradilan dan pejabat pembuat akta tanah. Sebagai 

pengecua1ian yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Otentik selain Notaris 

diatur dalam Pasal 4 KUP Perdata yang berbunyi sebagai berikut : 
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" Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam Pasal 1 O 

ketentuan umum per Undang - Undangan di Indonesia ada register 
buat kelahiran, pemberitahuan kawin, ijin kawin, perceraian dan 
kematian pegawai - pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan 
register - register tersebut adalah pegawai - pegawai sipil ( catatan 
s ip i l ) . "  

2. Akta atau surat dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang - Undang syarat 

bentuk pembuatan akta otentik yang dibuat Notaris harus memenuhi 

ketentuan Bah m Peraturan Peabat Notarius ( Stb 1 8 8 6 )  no 3 .  Sedangkan 

untuk bentuk akta yang dibuat pejabat lain selain Notaris hingga sekarang 

belum begitu jelas peraturannya. 

3. Akta atau surat tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang 

berwenang, kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Otentik itu mengenai: 

- sifat dan isi akta tersebut 

- penjelasan yang berhubungan dengan pokok isi akta 

Oleh karena itu otentik yang dibuat tidak memenuhi unsur -- unsur tersebut 

diatas maka kekuatan pembuktian akta otentik sebagai akta yang dibuat 

tangan. Pasal 1869 KUH Perdata mengatur bahwa : 

" Suatu atau akta yang karena tidak bercakapnya atau berkuasanya 
pegawai yang dimaksud diatas atau karena tidak dapat diberlakunya 
sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai 
tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak » 
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Tulisan yang demikian tersebut diatas sama sekali tidak dapat 

digunakan sebaagi alat bukti melainkan hanya dapat digunakan sebagai 

permulaan pembuktian dengan tulisan, yang berarti dengan cara tidak sempurna 

kalau ditambah bukti -- bukti lain yang sempurna apabila akta atau surat itu 

diakui oleh pihak lawan atau orang terhadap siapa akta atau surat itu akan dipakai, 

dalam hal ini akta atau surat dibawah tangan yang akan diakui oleh pihak lawan 

tersebut akan mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik. Dasar uraian 

diatas diatur daJam Pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi : 

" Suatu tulisan dibawah tangan yang dipakai para pihak lawan atau orang 
terhadap siapa tulisan itu akan dipakai atau dengan cara menurut 
Undang - Undang dianggap diakui memberikan terhadap orang ­ 

orang yang menandatangani serta para pihak ahli warisnya dan orang 
- orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna sebagai 
akta itu benar - benar ada hubungannya langsung dengan pokok isi 
akta ." 

C. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik · 

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Pasal 165 HIR / 1870 

KUH Perdata menentukan bahwa : 

Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli 
warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang 
sempuma tentang apa yang dimuat didalamnya mengenai pokok soaJ 
dan penjelasannya » 

Ini berarti bahwa akta. otentik merupakan bukti yang mengikat dan sempurna. 

Mengikat berarti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus 
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dipercaya oleh Hakim dan dia hams dianggap sebagai sesuatu yang benar selama 

ketidak benarannya itu tidak dibuktikan. Sempurna berarti bahwa akta otentik 

tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu 

penambahan bukti -- bukti. 7> 

Kekuatan bukti yang sempuma dari akta otentik partai hanya berlaku 

antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang - orang yang mendapat 

hak daripadanya. Sedangkan terhadap orang Jain ( pihak 3 ), akta tersebut tidak 

mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya dalam pembuktian 

bebas artinya penilaian diserahkan kepada hakim. Sedangkan akta otentik yang 

dibuat oleh pejabat hanya mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari 

pejabat hanya mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang 

bersangkutan meengenai keterangan tentang apa yang ia alami. Akta otentik yang 

dibuat oleh pejabat yang bersangkutan berlaku terhadap semua orang. 

Pasal 165 HIR / 1870 KUH Perdata tersebut diatas menentukan Akta 

Otentik tidak hanya memberikan bukti yang sempuma mengenai segala apa yang 

terjadi pokok isi akta yang dikemukakan dan dinyatakan oleh para pihak yang 

bersangkutan, tetapi juga menerangkan bahwa yang menj adi pokok isi akta yang 

dikemukakan dan dinyatakan bahwa yang dijelaskan tadi adalah benar. Dengan 

demikian apabila dalam suatu akta Notaris dituliskan bahwa pada suatu hari si A 

dan si B mnghadap dimuka Notaris dan menerangkan tentang terjadinya jual beli 

Subekti, Op Cit, hal 27. 
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itu, tetapi menerarigkan juga bahwa jual beli rumah tersebut benar - benar telah 

terjadi. Jadi inilah yang dimaksud oleh Undang - Undang dengan kekuatan 

pembuktian akta otentik itu. Dari apa yang dikemukakan diatas jelaslah bahwa 

akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yang meliputi: 

1 . Kekuatan pembuktian formal 

Membuktikan kepada para pihak bahwa mereka menerangkan apa yang ditulis 

dalam akta itu. 

2. Kekuatan pembuktian materiil 

Membuktikan kepada para pihak bahwa peristiwa yang tersebut dalam akta itu 

telah terjadi 

3 .  Kekuatan pembuktian keluar 

Membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga bahwa pada tanggal 

tersebut dalam akta yang bersangkutan kedua belah pihak sudah menghadap 

dimuka Pegawai Umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam 

akta tersebut. 

Meskipun diatas disebutkan akta otentik merupakan alat bukti yang 

sempuma akan tetapi ternyata akta tersbut sebagai alat bukti masih dapat 

digugurkan dengan bukti Iawan yang kuat. 

Misalnya apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat tanda tangan 

palsu dan mengenai pemalsuan tersebut telah dibuktikan maka gugurlah kekuatan 

" Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Buku Acara Perdata Dalam Teori dan 
Praktek, Alumni, Bandung, cetakan Kelima, 1979, hal 49. 

' Retnowulan Sitantio dan Iskandar Oerpkata, Ibid, ha 148. 
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bukti Akta Notaris tersebut sebagai alat bukti otentik. Sebaliknya apabila pihak 

lawan yang memberi bantahan atas akta tersebut tidak bisa menunjukan bukti 

yang kuat maka akta otentik yang diterima Hakim dianggap benar. 

Suatu ilia otentik yang disangkal atau dibantah kemumian dan 

keasliannya oleh suatu atau salah satu pihak hanya berguna sebagai akta dibawah 

tangan dan tidak digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Apabila tanda 

tangan yang terdapat dalam akta disangkal oleh pihak yang menandatangani akta 

tersebut, maka pihak yang mengajukan akta itu harus berusaha membuktikan 

kebenaran dari tanda tangannya disangkal oleh Hakim harus memeriksa 

kebenaran tanda tangan tersebut. Dalam hal ini pengadilan akan menjalankan 

suatu proses tentang insiden pemalsuan, yang disebutkan V arificati proses. 

Pengadilan akan mengirimkan tulisan - tulisan yang disangkal tersebut kepada 

Pununtut Umum yang bersangkutan. Perkara yang diperiksa oleh pengadilan, 

akan ditunda sampai ada putusan dalam perkara pidana. Dasar hukumannya 

adalah Pasal 138 HIR ayat (1) ayat (2). Logis apabila pemeriksaan perkara 

perdata ditunda, sebab dapat mengganggu putusan perkara pidana. Lagi pula bila 

tulisan tersbut palsu maka tulisan tersenbit tidak dipakai sebagai alat bukti. 

Suatu akta dibawah tangan tersbut masih dapat dipergunakan sebagai 

alat buki yang sempurna apabila surat atau akta tersbut diakui pihak lawan atau 

diakui oleh orang terhadap siapa surat atau akta dipakai, dalam hal ini maka akta 
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dibawah akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik. 
I 

Pasal 1875 KUH Perdata menentukan bahwa : 

" Suatu tulisan diabawah tangan yang diakui oleh terhadap siapa tulisan 
itu akan dipakai, atau dengan cara menurut Undang - Undang 
dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang - orang yang 
menandatangani serta para ahli warisnya dan orang - orang yang 
mendapat hak daripada mereka bukti yang sempurna seperti akt a .  

Ketentuan dalam Pasal 1867 no 29 yang berbunyi: 

Tulisan - tulisan dibawah tangan, berasal dari orang - orang Indonsia 
atau dipersamakan dengan mereka yang diakui oleh mereka terhadap 
siapa tulisan itu diajukan, atau yang · berdasarkan suatu ketentuan 
Undang - Undang dianggap sebagai telah diakui, memberikan 
terhadap para penandatangan suatu pembuktian yang sempuna seperti 
suatu akta otentik . " 

Membantah kemurnian atau keaslian akta otentik dapat berupa. " 

a. Menuduh palsu 

Sejak semula akta atau surat yang dijadikan bukti tersebut palsu atau tidak 

benar. 

b. Menuduh dipalsukan 

Semula akta atau surat surat tersebut asli kemudian diadakan pemalsuan - 

pemalsuan. 

Mungkin tuduhan palsu meliputi: 

a. Materiabel valscheid ( palsu material ), misal ; tanda tangan palsu. 

Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, Garis - Garis Hukum Acara Perdata Membaca dan 

Mengerti, FH Undip, Semarang, hal 54. 
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b. Intelectuele valscheid, misal isi atau bunyi akta itu palsu. 

Kalau akta asli tidak ada, maka salinan - salinan atau ikthisar -- ikthisar dari akta 

asli tersbut dapat ditunjukan sebagai alat bukti tetapi kekuatannya hanya sebagai 

permulaan pembuktian yang berarti dengan cara tidak sempuma kalau ditambah 

bukti - bukti lain yang sempuma akan mempunyai kekuatan bukti yang 

sempuma. Salinan - salinan akta otentik yang mempunyai kekuatan sama 

terhadap akta aslinya adalah sebagai ber ikut :3 

1 .  Salinan - salinan pertama 

2. Salinan - salinan yang dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah 

pihak. 

3 .  Salinan - salinan yang dibuat tanpa prantara Hakim atau diluar persetujuan 

para pihak, dibuat Notaris dihadapan akta tersebut dibuat. 

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu 

sekarang ini seringkali alat bukti tulisan yang diajukan sebagai alat bukti bukan 

tulisan aslinya, tetapi hanya foto copy yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan 

dan dengan menunjukkan tulisan aslinya pada Hakim. Praktek yang demikian 

dalam dunia peradilan ssuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang 

telah mengenal mesin foto copy, agaknya tidak menimbulkan keberatan asalkan 

foto copy yang diajukan sebagai bukti tersebut benar - benar sesuai dengan 

aslinya. 

' Haspsoro Wresniro Hadiwidjojo, Garis-Garis Bsar Haluan Acara Perdata, FH Undip, 
Semarang, cetakan II, hal 170. 
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Sehubungan dengan ini Mahkamah Agung dalam putusannnya tanggal 
I 

14 April 1976 no 701 K I Sip / 1974 telah menyatakan foto copy yang tidak 

dinyatakan sah sesuai dengan aslinya yang secara substansi masih 

dipermasalahkan kedua belah pihak bukan merupakan bukti yang menurut 

hukum. 

D. Kewenangan Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik 

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum dan 

dikehendaki oleeh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta 

otentik. Dari kterangan diatas dapat dimengerti bahwa wewenang pejabat 

klainnya untuk membuat akta otentik itu hanya bersifat khusus atau dengan 

perkataan lain sebagai pengecualian apabila ternyata oleh Undang - Undang 

dinyatakan secara tegas ada beberapa keadaan untuk pembuatan akta yang oleh 

Undang - Undang dinyatakan sebagai satu - satunya yang berwenang atau 

mungkin mempunyai wewenang secara bersama - sama dengan Notaris. 

Sebagai contoh yang dimaksud sebagai akta otentik yang 

perbuatannya ditugaskan pada pej abat lain atau sebagai pengecualian wewenang 

pembuatannnya oleh Notaris antara lain : 

I .  Pembuatan akat mengenai akta pengangkuan anak dan kawin diatur dalam 

Pasal 281 KUH Perdata. 
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i  

Untuk perbuatan akta pengakuan ini, Notaris mempunyai kewenangan 

bersama - sama dengan pejabat lain. 

2. Berita Acara tentang Kelalaian Pejabat menyimpan hipotik ( diatur dalam 

pasal 1227 KUH Perdata) 

Perbuatan risalah berita acara ini notaris mempunyai kewenangan bersama ­ 

sama pejabat lain. 

3. Berita acara tentang penawaran tunai dan konsinasi ( diatur dalam pasal 1405 

dan pasal 1406 KUH Perdata) 

Perbuatan risalah berita acara ini notaris mempunyai kewenangn bersama ­ 

sama pejabat fain. 

4. Pembuatan akta mengenai akta catatan sipil ( diatur dalam Pasal 4 KUH 

Perdata) 

Kewenangan pembuaan mengenai akta catatan sipil ini hanya ada kantor 

catatan sipil, misalnya : membuka akta kelahiran, akta kematian, akta 

perkawinan dsb. 

Selain kewenangan yang dijelaskan diatas, notaris juga tidak 

berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah misalnya : akta jual beli, 

akta hibah, akta tukar menukar, akta hipotik, karena kewenangan itu ada pada 

Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PP AT ). Namun dalam praktek lebih dulu 

perjanjin pengikatan jual beli hak atas tanah dihadapkan notaris dan sekaligus 

menyebutkan pihak pembeli pada saat itu pula menerima kuasa dari penjual untuk 
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menjual kepada dirinya sendiri (pembeli) atau kepada orang lain. Pembahasan 

diatas mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta, karena disamping 

kewenangan itu, notaris harus pula memenuhi syarat atas kewenangan yang lain : 

a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta dibuatnya, seperti 

diterangkan diatas : bahwa notaris adalah satu - satunya pejabat yang 

berwenang membuat aakta otentik dan selanjutnya ada pejabat Jain yang 

dikecualikan berwenang untuk membuat akta mengenai hal tertentu. 

Ada beberapa kewenangan bersama - sama dengan pejabat lainnya misal : 

- sama dengan pejabat (notaris dalam membuat akta) 

- akta berita acara kelaianan pejabat menyimpan hipotek, akta proses wesel 

dan eek. 

Tetapi ada pula kewenangan pembuatan suatu akta notaris tidak mempunyai 

kewenangan untuk itu melainkan hanya pejabat tertentu yang memupunyai 

kewenangan itu, misalnya : 

akta catatan sipil 

- akta pemindahan hak mengenai tanah (hanya oleh pejabat pembuata akta 

tanah) 

b. Notaris harus berwenang seapanjang mengenai orang dalam arti utntuk 

kpentingan dari seseorang yang berkehendak membuat akta dihadapan notaris 

dimana notaris itu tidak berwenang membuatnya hal ini dengan tegas 

disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi: 
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